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ABSTRAK 

Kasus korupsi kepala daerah di Indonesia masih menjadi permasalahan yang terus 

terjadi. Contohnya adalah Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (OTT KPK) yang menjerat kepala daerah di Kabupaten Ponorogo dan 

Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi 

masyarakat terhadap kualitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan 

Kabupaten Tulungagung pasca OTT KPK menggunakan  Quality of Government 

(QoG) serta menganalisis public trust masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan  pengumpulan data 

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Informan ditentukan mengunakan 

teknik purposive sampling sedangkan analisis data menggunakan analisis data 

Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya memenuhi 

prinsip-prinsip Quality of Government. Pada dimensi rule of law, mayoritas 

masyarakat masih menilai adanya ketidakadilan, intervensi politik, dan rendahnya 

transparansi dalam penegakan hukum. Pada dimensi control of corruption, 

mayoritas masyarakat menilai upaya pengendalian korupsi masih belum optimal 

karena pengawasan lemah, praktik korupsi yang berulang, dan langgkah 

pencegahan belum berjalan secara efektif. Sementara itu, pada dimensi government 

effectiveness, pelayanan publik tetap berjalan, namun efektivitas birokrasi masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti birokrasi yang berbelit, lemahnya 

transparansi, dan pengaruh kepentingan politik. Penelitian ini juga menemukan 

bahwa public trust masyarakat cenderung mengalami penurunan akibat rendahnya 

integritas pejabat publik, lemahnya akuntabilitas, serta berulangnya praktik 

korupsi. Meskipun demikian, sebagian masyarakat masih mempertahankan 

kepercayaan terhadap institusi pemerintah dengan syarat pemerintah mampu 

memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, memperkuat 

akuntabilitas, serta menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan 

berkualitas. 

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Korupsi Kepala Daerah, Quality of Government, 

Public Trust 
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ABSTRACT 

Corruption involving regional heads remains a persistent problem in Indonesia. 

One notable example is the Operasi Tangkap Tangan (OTT) conducted by 

Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK), which implicated the 

regional heads of Ponorogo and Tulungagung Regencies. This study aims to 

analyze public perceptions of the quality of local government in Ponorogo and 

Tulungagung Regencies following the KPK's OTT using the Quality of Government 

(QoG) perspective, as well as to examine public trust in the local government. This 

study employed a qualitative approach. Data were collected through interviews and 

documentation, while informants were selected using purposive sampling. The data 

were analyzed using Creswell's qualitative data analysis. The findings indicate that 

the quality of local government in Ponorogo and Tulungagung Regencies has not 

yet fully reflected the principles of Quality of Government. In the rule of law 

dimension, the majority of participants perceived law enforcement as being 

characterized by injustice, political interference, and limited transparency. In the 

control of corruption dimension, most participants considered anti-corruption 

efforts to be suboptimal due to weak oversight, recurring corruption practices, and 

ineffective preventive measures. Meanwhile, in the government effectiveness 

dimension, public services have continued to operate; however, bureaucratic 

effectiveness remains constrained by complex administrative procedures, limited 

transparency, and political influence. The study also found that public trust has 

declined due to the low integrity of public officials, weak accountability, and 

recurring corruption cases. Nevertheless, some members of the public continue to 

trust government institutions, provided that the government improves governance, 

enhances transparency, strengthens accountability, and demonstrates a strong 

commitment to achieving high-quality governance. 

Keywords: Local Government, Regional Head Corruption, Quality of Government, 

Public Trust 
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